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HUKUM PERKAWINAN
SECARA UMUM

A. Pengertian Perkawinan

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon yang
memiliki arti bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya
ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Dalam hal memenuhi
kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya
suatu keluarga. Hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu ingin
hidup bersama dalam suatu keluarga melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga
antara seorang pria dengan seorang wanita. Maksud perjanjian di sini
adalah untuk menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan
sedangkan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaan dari
suatu perkawinan. Perkawinan penting juga artinya bagi keturunan
dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, juga penting bagi pihak ketiga
untuk mengetahui kedudukan harta benda dalam perkawinan.

Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul Leviathan
menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (homo
homini lupus). Menurutnya, pada dasarnya manusia hanya memikirkan
kepentingan diri sendiri sehingga akan menjurus pada perang antar
sesama. Dengan demikian, harus ada suatu hukum, yaitu keseluruhan
peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan
bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.’
Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia di dalam

1Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1985), him. 40.



PERJANJIAN KAWIN
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A. Perjanjian Kawin di Indonesia

Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang
disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda
dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama,
dan kesusilaan. Namun, perjanjian kawin yang paling lazim dibuat
hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta
benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai
perjanjian kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan.
Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai
perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diubah. Dalam
buku ini akan dibahas semuanya agar dapat diketahui perbedaannya

secara umum.

Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 KUHPerdata diatur
bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-
batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam
akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan
perubahan perjanjian kawin. Perjanjian kawin mulai berlaku terhadap
suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya
terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicartat dalam suatu register umum
di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, demikian
diatur dalam Pasal 152 KUHPerdata. Dengan demikian, sebelum dicatat
dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan
dilangsungkan, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga. Setelah
perkawinan dilangsungkan, tidak boleh lagi dilakukan perubahan
perjanjian kawin dengan cara apa pun juga.
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AKTA PERJANIIAN
KAWIN SEBAGAI
PRODUK NOTARIS

A. Akta Perjanjian Kawin Sebagai Akta Autentik

Dalam hukum acara perdata, alat bukqj yang sah atau yang diakui
oleh hukum terdiri dari:2

1. bukti tulisan; | ..
5. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5

sumpah.

dan non-barang) yang
ti adalah suatu hal (barang :
Alalz l:)ucl:l;h undang-undang yang dapat dipergunakan untlL;]li
o kauat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna meno
er

s tuntutan atau gugatan.? k
dakwaa:i 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan

Pas

i lisan dapat dilakukan

pokoknya pembuktian dengan tu i

pa o g_a(ilila) bemuyk, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik .2
dengan

bib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: PT Refika
2Habi ;
Aditama, 2011), hlm. 7.

*Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar
23Bam 5

Im. 3.
Gmﬁtaléi:agsgﬁg;:gﬂndang Hukum Perdata..., Ps. 1867.
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Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati
oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam
perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan
kesusilaan. Namun perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah
memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam
perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin
dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X111/201 5,
pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan
diubah. Dalam buku ini akan dibahas semuanya agar dapat diketahui
perbedaannya secara umum.

Secara umum ada 8 (delapan) jenis perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh
suami dan istri di hadapan Notaris sebelum atau saat perkawinan, yang
semua contohnya ada dalam buku ini, yaitu Perjanjian Kawin di Luar
Persekutuan Harta Benda, Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi,
Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan, Perjanjian Kawin di
Luar Persekutuan dengan Syarat, Perubahan Perjanjian Kawin, Pemisahan

Harta Kekayaan Perkawinan, Pemulihan Kembali Persekutuan, serta
Perpisahan Meja dan Ranjang.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam perkawinan.
Dalam hal ini, hanya ada 3 (tiga) jenis perjanjian kawin yang bisa dibuat
selama dalam perkawinan yaitu Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta
Benda, Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi, serta Perjanjian
Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan. Pada dasarnya ketiga perjanjian
kawin tersebut sama saja dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum
atau saat perkawinan. Namun, dalam aktanya ditambahkan beberapa
keterangan karena dibuat selama dalam perkawinai yang semua
contohnya ada dalam buku ini.
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